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PENGARUH PRINSIP NON-INTERFERENCE TERHADAP PERAN
ASEAN DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAM DI
MYANMAR PASCA KUDETA OLEH JUNTA MILITER

ABSTRAK

Prinsip non-intervensi merupakan prinsip yang secara universal diterima
dalam hukum internasional. Dalam ASEAN prinsip ini dikenal dengan prinsip
non-interference dan tercantum di berbagai perjanjian dan kerangka hukum yang
ada. Prinsip non-interference merupakan salah satu prinsip fundamental dalam
ASEAN. Prinsip ini menjadi salah satu faktor yang merekatkan ASEAN hingga
dapat bertahan sampai saat ini. Namun seiring berjalannya waktu, prinsip tersebut
menjadi kendala bagi ASEAN khusunya dalam menangani kasus pelanggaran
HAM seperti yang terjadi di Myanmar. Prinsip non-interference seringkali
penghambat ASEAN dalam membuat kebijakan yang konkret dan menjadi
pemeran utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat yuridis normatif,
sehingga analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berfokus pada
penalaran. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen
dianalisis dengan metode kualitatif, di mana data yang terkumpul disajikan
dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Kemudian, menggunakan beberapa
pendekatan teori seperti teori kepastian hukum, teori Hak Asasi Manusia dan
teori organisasi internasional yang menjadi dasar pengkajian penelitian ini untuk
menemukan hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukan penerapan prinsip non-interference
yang sangat kaku oleh ASEAN telah membuat penanganan kasus pelanggaran
HAM vyang terjadi sering kali menjadi tidak maksimal. Hal ini membuat peranan
ASEAN sangat minim dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Peran
ASEAN dan AICHR sebagai lembaga HAM tentu sangat dibutuhkan dalam
menangani kasus pelanggaran HAM. Perlu adanya gagasan perubahan terhadap
prinsip tersebut salah satunya adalah dengan flexible engagement, dengan
adanya gagasan tersebut diharapkan adanya pelunakan dalam penerapan prinsip
non-interference khususnya pada penanganan pelanggaran HAM.

Kata Kunci: ASEAN, Junta Militer, Pelanggaran HAM, Prinsip Non-Intervensi.

vii



THE INFLUENCE OF THE NON-INTERFERENCE PRINCIPLE ON
ASEAN ROLE IN HANDLING CASES OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
IN MYANMAR AFTER THE COUP CONDUCTED BY MILITARY JUNTA

ABSTRACT

Non-intervention is a principle that is universally accepted in international
law. In ASEAN, this principle is known as the principle of non-interference and is
included in various agreements and existing legal frameworks. The principle of
non-interference is one of the fundamental principles in ASEAN. This principle is
one of the factors that stick ASEAN together so that it can survive to this day.
However, over the time, this principle has become an obstacle for ASEAN,
especially in handling human rights violations case such as those that occurred in
Myanmar. The principle of non-interference often prevents ASEAN from making
concrete policies and playing a major role in maintaining stability and security in
the Southeast Asian region.

This research is normative juridical legal research, so the analysis used is
qualitative analysis which focuses on reasoning. The data obtained from literature
studies and document studies were analyzed using quantitative methods, where the
collected data was presented in the form of logical and systematic descriptions.
Then, using several theoretical approaches such as legal certainty theory, human
rights theory and international organization theory which became the basis for
this research study to find research results.

The results of this research show that ASEAN's very rigid application of the
principle of non-interference has resulted in handling cases of frequent human
rights violations that are not optimal. This makes ASEAN role very minimal in
handling cases of human rights violations. The role of ASEAN and AICHR as
human rights institutions is certainly very necessary in handling cases of human
rights violations. There is a need for ideas for changes to this principle, one of
which is flexible involvement. With this idea, it is hoped that there will be a
softening in the application of the principle of non-interference, especially in
handling human rights violations.

Key Words: ASEAN, Human Rights Violance, Military Junta, Principle of Non-
Interference.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masifnya perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas
hubungan dan interdependensi antar negara. Hal ini telah meningkatkan
kerja sama internasional yang telah direalisasikan dalam berbagai bentuk
perjanjian kerjasama internasional. Dalam praktiknya pembentukan suatu
perjanjian kerjasama internasional dilandasi oleh asas pacta sunt servanda
yaitu kesepakatan yang dilakukan antar negara yang tertuang dalam suatu
perjanjian baik dalam bentuk perjanjian bilateral, regional, intra-regional
dan multilateral merupakan perjanjian yang mengikat para pihak (Purwanto,
2009). Dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja sama internasional
merupakan sebuah bentuk simbiosis mutualisme antar negara. Negara-
negara di kawasan Asia Tenggara juga tak lepas dalam melakukan perjanjian
kerja sama internasional, salah satu bentuk nyatanya adalah dengan
membentuk organisasi kerjasama intra-regional yaitu ASEAN.

ASEAN terebentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Pada mulanya
pembentukan ASEAN merupakan suatu keputusan politik yang harus
diambil oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ditengah situasi

memuncaknya perebutan pengaruh antar negara blok barat dan blok timur



pada dekade 60-an. Keadaan tersebut menumbuhkan motivasi yang besar
bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mendirikan sebuah
organisasi kerjasama intra-regional yang berfokus pada usaha-usaha untuk
menciptakan situasi regional yang stabil dan bebas dari pengaruh negara
luar. Pendirian ASEAN didasari oleh semangat persamaan historis dan
budaya di antara negara Asia Tenggara, alasan tersebut dipakai oleh ASEAN
agar mempermudah konsolidasi dan lobi dalam upaya melakukan berbagai
perjanjian kerjasama serta penyelesaian sengketa menjadi lebih mudah.
Dengan dibentuknya ASEAN diharapkan dapat menjadi wadah bagi negara-
negara di kawasan Asia Tenggara untuk dapat mengambil arah kebijakan
politik regional yang stabil serta diharapkan dapat meningkatkan intensitas
kerjasama antar negara kawasan. Dengan situasi kawasan ASEAN yang
stabil akan menciptakan tumbuhnya perekonomian, berkembangnya sumber

daya manusia dan menguatnya sosial dan budaya.

ASEAN berdiri dengan enam prinsip dasar sebagai pondasi dalam
pembentukannya. Prinsip-prinsip tersebut telah disepakati oleh setiap negara
anggota serta patut untuk dihormati. Prinsip non-interference atau prinsip
non-intervensi merupakan salah satu prinsip dasar dan menjadi bagian
penting dalam perkembangan ASEAN. Tak dapat dipungkiri bahwa prinsip
non-interference yang ada di ASEAN merupakan suatu hal fundamental
yang bertujuan untuk melestarikan ikatan persaudaraan di antara anggota
ASEAN, serta kestabilan dan keserasian sosial politik kawasan. Secara

harafiah prinsip ini merupakan wujud nyata terhadap penghormatan



kedaulatan masing-masing negara anggota serta menjadi jaminan
keberlangsungan ASEAN itu sendiri.

Prinsip non-interference tertuang dalam berbagai perjanjian dan
kerangka hukum ASEAN. Berbagai perjanjian tersebut antara lain ASEAN
Declaration 1967, ZOPFAN, TAC, dan ASEAN charter. Tertuangnya
prinsip non-interference dalam berbagai perjanjian ASEAN memperlihatkan
bahwa prinsip non-interference selalu menjadi bagian penting dalam
ASEAN. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh ASEAN selalu
menekankan penghormatan kepada kedaulatan negara anggota hal ini
senada dengan konsep non-intervensi dan juga memininalisir untuk tidak
ikut campur dalam urusan domestik negara anggota, kedua hal itu

memainkan peran penting dalam perkembangan ASEAN.

Penerapan prinsip non-interference juga berfungsi sebagai mekanisme
preventif untuk mencegah munculnya konflik terbuka antara negara anggota
ASEAN. Penghormatan terhadap apa yang dianggap menjadi urusan dalam
negeri anggota lain secara tidak langsung ikut mencegah terjadinya salah
persepsi antar anggota, karena tujuan awal pembentukan ASEAN adalah
untuk mencegah terjadinya konflik intra-regional (Indrawan & Pratomo,
2021). Prinsip non-interference secara tidak langsung berperan sebagai
manajemen risiko untuk mencegah presepsi buruk antar negara anggota
serta menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri
yang akan diambil oleh ASEAN. Akumulasi dari berbagai kontribusi positif

pada penerapannya menjadikan prinsip non-interference salah satu faktor



yang menjadikan ASEAN sebagai salah satu organisasi intra-regional yang
relatif berhasil dalam perkembangannya, ini dibuktikan dengan terus
bertambahnya negara yang bergabung dalam beberapa tahun sejak ASEAN
berdiri.

Namun seiring dengan situasi dunia yang makin tidak menentu dan
semakin banyaknya permasalahan yang terjadi di wilayah ASEAN membuat
penerapan prinsip tersebut menjadi kurang efektif bahkan kerap kali
menjadi kendala bagi ASEAN untuk mengambil kebijakan yang tegas dan
konkret. Penerapan prinsip tersebut pada akhirnya menjadi polemik karena
menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengambilan kebijakan oleh
ASEAN. Prinsip non-interference yang pada mulanya dianggap sakral justru
kerap menjadi batu sandungan bagi penyelesaian berbagai permasalahan
yang memerlukan penanganan dan perhatian khusus dari sesama negara
anggota. Salah satunya adalah mengenai penanganan dan penyelesaian
kasus pelanggaran HAM vyang terjadi di kawasan ASEAN. Kasus
pelanggaran HAM kerap kali menjadi isu sensitif untuk dibahas di ASEAN,
isu HAM seakan-akan menjadi hal tabu untuk dibahas karena menyangkut
kepentingan domestik suatu negara. Hal itu tak mengherankan karena
beberapa negara anggota ASEAN mempunyai track record buruk dalam
penegakkan HAM.

Eksistensi ASEAN dalam memainkan peran dalam menangani
permasalahan di kawasan saat ini tengah diuji, dimana salah satu negara

anggotanya sedang mengalami kemelut sosial dan politik yang berujung



pada terjadinya berbagai tindakan pelanggaran HAM. Pada 1 Februari 2021
militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil Myanmar
yang terpilih secara demokratis. Militer Myanmar menjustifikasi tindakan
tersebut dengan alasan adanya indikasi kecurangan pada pemilu tersebut
yang membuat pemerintahan yang terpilih menjadi tidak sah, sontak saja
kejadian tersebut membuat banyak masyarakat protes dan berdemonstrasi di
jalan menuntut agar pemerintahan sipil di kembalikan. Kudeta yang
dilakukan oleh militer tersebut membuat Myanmar kembali lagi ke bawah
kekuasaan junta militer setelah sebelumnya selama empat dekade berada di
bawah rezim yang sama. Dengan adanya peralihan kekuasaan dari
pemerintahan sipil ke pemerintahan militer membuat seluruh aspek baik
dalam urusan pemerintahan maupun masyarkat sipil juga diambil alih oleh
militer (Satyadinata, 2014).

Permasalahan yang terjadi di Myanmar telah banyak menyita
perhatian dunia internasional, pasalnya sejak mucul aksi demonstrasi besar-
besaran oleh koalisi masyarakat sipil pro demokrasi reaksi yang dilakukan
oleh pihak junta adalah dengan kekerasan. Rezim junta tidak segan untuk
menindak keras berbagai tindakan yang mereka anggap berbahaya dan
mengacaukan stabilitas nasional, hal ini berimbas pada kebebasan
masyarakat yang terancam. Berbagai tindakan opresif yang berindikasi
melanggar HAM terjadi, seperti penangkapan sewenang-wenang,
penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan secara terstruktur hingga

pembakaran rumah dan infrastruktur umum. Rezim junta saat ini juga



sedang bertikai melawan kelompok milisi dari berbagai kelompok etnis
minoritas yang ada di Myanmar. Kelompok etnis minoritas tersebut sudah
lama di presekusi oleh militer, akibatnya banyak korban berjatuhan dari
kedua belah pihak. Rezim junta militer seperti militer Myanmar memang
kerap kali melakukan tindakan opresif, hal itu dilakukan guna memastikan
keadaan sosial dan politik stabil, dan dengan keadaan tersebut akan
mendorong masyarakat untuk menyerahkan hak-haknya kepada rezim
(Aprita & Hasyim, 2020).

Militer Myanmar (Tatmadaw) sudah tak asing dengan berbagai
tindakan pelanggaran HAM. Militer Myanamar memiliki banyak catatan
hitam dalam kasus pelanggaran HAM sejak negara tersebut meraih
kemerdekaan. Salah satunya pada tahun 2017 militer Myanmar mendapat
kecaman dari dunia internasional karena melakukan genosida secara
terstruktur terhadap etnis Rohingya. Etnis Rohingya yang mayoritas
beragama Islam tersebut di presekusi oleh masyarakat setempat dengan
dukungan militer Myanmar yang mengakibatkan terusirnya etnis Rohinya
dari tempat mereka tinggal. Merujuk pernyataan Kantor Komisaris Tinggi
HAM PBB salah satu organisasi tinggi di bawah naungan PBB yang khusus
memonitori bebagai tindakan pelanggaran HAM vyang terjadi di dunia
menyatakan telah terjadi tindakan pembersihan etnis oleh Militer Myanmar
terhadap etnis rohinya, upaya tersebut meliputi penculikan, pembakaran

properti, pemerkosaan, dan eksekusi masal (OHCHR, 2017).



Situasi yang sedang terjadi di Myanmar membuat ASEAN dituntut
untuk berperan lebih degan segera mengambil kebijakan yang konkret
walaupun dengan kapasitas yang sangat terbatas. Hal ini karena ASEAN
tersandera oleh doktrin dan prinsip tidak saling mengintervensi dalam
urusan internal masing-masing negara yang harus dihormati (Sundari,
2021). Sikap serta kebijakan luar negeri ASEAN terhadap permasalahan
yang terjadi di Myanmar sangat dibutuhkan, walaupun jika dilihat secara
garis besar ASEAN dalam posisi sulit untuk menentukan kebijakan karena
prinsip-prinsip dan nilai yang ada merupakan suatu pondasi kuat dan
mengikat. Secara garis besar prinsip-prinsip dan nilai dasar ASEAN
memiliki makna seperti saling menghormati, bertindak secara positif, damai,
terbuka dan selalu menjunjung tinggi hukum internasional, namun ketika
dihadapkan dengan sebuah isu internal beberapa nilai yang terkandung di
dalam prinsip-prinsip dasar ASEAN justru menjadi seperti kutub magnet
yang berlawanan. Melihat dari apa yang terjadi di Myanmar saat ini prinsip-
prinsip untuk saling menghormati dengan menjunjung tinggi hukum

internasional pun menjadi tidak cocok.

Kritik dan tuntutan untuk mengevaluasi prinsip non-interference pun
mulai bermunculan karena dianggap tidak efektif dalam mencegah berbagai
isu permasalahan yang terjadi. Kritik dilontarkan karena ASEAN dianggap
terlihat baik dalam peraturan tetapi buruk dalam implementasinya good on
papers but lack of implementation (Wakhidah & Mas'oed, 2014). Sudah

saatnya ASEAN dapat mengimplementasikan prinsip-prinip makro pada



1.2.

langkah-langkah mikro dalam kebijaknnya, karena ukuran keberhasilan
suatu organisasi internasional dilihat dari semakin tingginya aksi-aksi nyata
untuk membuat negara anggotanya stabil dan sejahtera. ASEAN harus
merefleksikan diri pada cita-cita awal pembentukannya yaitu semangat
persaudaran dan keharmonisan guna menjadikan kawasan Asia Tenggara
yang stabil serta sejahtera.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas,
penulis akan mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dan menuangkan
kajian dalam sebuah karya ilmiah berbentuk penelitian skrispi yang
berjudul: “Pengaruh Prinsip Non-Interference Terhadap Peran ASEAN
Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Myanmar Pasca

Kudeta Oleh Junta Militer”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan
permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh prinsip non-interference terhadap peran ASEAN
dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Myanmar pasca kudeta
oleh junta militer?

2. Bagaimana mekanisme penanganan kasus pelanggaran HAM di

ASEAN?



1.3. Tujuan Penelitian

1.4.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh pelaksanaan prinsip non-

interference  terhadap peranASEAN dalam menangani kasus

pelanggaran HAM di kawasan Asia Tenggara.

2. Untuk mengetahui mekanisme penanganan kasus pelanggaran HAM di

ASEAN.

Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik

dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan

manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1.

1.4.2.

Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi
kalangan intelektual, pelajar, mahasiswa praktisi, akademisi,
institusi dan masyarakat umum untuk memberikan informasi dan

kontribusi serta referensi bagi penelitian di masa yang akan datang.

Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan, memperjelas dan menyumbangkan pemikiran
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terhadap isu yang diteliti khususnya pada Hukum Internasional

secara menyeluruh.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi dibagi menjadi beberapa bab,

dengan pokok bahasan sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang konstruksi skripsi terkait
penerapan prinsip non-interference terhadap peran ASEAN
dalam menangani kasus pelanggaran HAM pasca kudeta
oleh junta militer Myanmar secara keseluruhan serta tentang
latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, analisis
data, dan sistematika penulisan secara keseluruhan
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penerapan prinsip non-
interference terhadap peran ASEAN dalam menangani
kasus pelanggaran HAM pasca kudeta oleh junta militer
Myanmar serta uraian-uraian tentang informasi umum atau
dasar mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel
penelitian, yang isinya berupa tinjauan pustaka dari

berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan



BAB I

BAB IV

BAB V
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penyusunan penelitian dan diambil dari berbagai referensi

atau bahan pustaka sesuai tema yang diteliti.
METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan deskripsi berupa penyajian dan
pembahasan data yang didapat dari hasil penelitian. tentang
bagaimana penerapan prinsip non-interference terhadap
peran ASEAN dalam menangani kasus pelanggaran HAM

pasca kudeta oleh junta militer Myanmar

HASIL DAN PENELITIAN

Berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis
dan pembahasan penelitian terkait penerapan prinsip non-
interference terhadap peran ASEAN dalam menangani
kasus pelanggaran HAM pasca kudeta oleh junta militer
Myanmar serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan
yang diteliti.

PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang memaparkan
kesimpulan penelitian dan saran serta rekomendasi
bermanfaat terkait pengaruh penerapan prinsip non-
interference terhadap peran ASEAN dalam menangani
kasus pelanggaran HAM pasca kudeta oleh junta militer

Myanmar.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Prinsip non-interference yang selama ini dipegang teguh oleh ASEAN
selalu menjadi acuan dalam berbagai pengambilan kebijakan, disamping
dari prinsip-prinsip lain seperti, prinsip saling menghormati, prinsip
konsensus, prinsip perdamaian dan prinsip-prinsip lainnya. Harus diakui
selama ini penerapan prinsip non-interference sedikit banyak telah
memberi kontribusi terhadap eksistensi ASEAN. Namun penerapan
prinsip non-interference juga menjadi salah satu batu sandungan bagi
ASEAN, salah satunya mengenai kasus pelanggaran HAM. Beberapa
kasus pelanggaran HAM vyang terjadi di ASEAN menjadi bukti nyata
bagaimana prinsip tersebut justru menjadi penghalang bagi ASEAN
untuk beperan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Perlunya
perubahan pendekatan terkait prinsip non-interference, khusunya dalam
menyikapi kasus pelanggaran HAM.

AICHR sejak terbentuk beberapa kali menemui kendala dalam
menangani kasus pelanggaran HAM di ASEAN, salah satu alasannya
adanya prinsip non-interference di ASEAN serta jenis sistem politik
negara anggota yang berbeda. Tidak dapat dipungkiri, jenis sistem politik

adalah jaminan Dberlakunya penegakan HAM secara maksimal.
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Pelanggaran HAM dan kudeta yang terjadi di Myanmar menjadi bukti
tidak maksimalnya kinerja AICHR. Tentunya AICHR sebagai lembaga
yang mempromosikan HAM di kawasan Asia Tenggara dituntut untuk
mampu mengatasi berbagai ancaman teradap HAM. Namun AICHR
sering kali pada posisi sulit karena adanya perbedaan pandangan dari
negara-negara anggota ASEAN. Hal ini dikarenakan negara anggota
ASEAN menekankan partisipasi terhadap pengambilan keputusan serta
menghindari konfrontasi langsung. Disisi lain AICHR tetap melakukan
serangkaian strategi untuk lebih mendalami permasalahan HAM yang
terjadi di Myanmar. Seperti mengadakan pertemuan terkait dengan
perlindungan HAM. Jika dilihat dari sudut pandang negara-negara
anggota ASEAN vyang cenderung lebih mementingkan kemananan
nasional sehingga tidak ada ruang khusus untuk berdiskusi tentang

permasalahan yang terjadi di negara anggota lainnya.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberi saran

sebagai berikut:

1.

Dalam menerapkan prinsip non-interference  ASEAN harus mulai
melakukan melakukan perubahan, hal ini sesuai dengan berubahnya
sudut pandang terhadap prinsip non-intervensi di dunia yang sekarang

mengedepankan penegakkan HAM. ASEAN harus menyesuaikan



63

pandangan terhadap prinsip non-intervensi sesuai dengan norma-norma
global.

Peran yang dilakukan AICHR dalam menangani kasus pelanggaran HAM
di Myanmar menunjukan bahwa peran kedaulatan negara masih sangat
kuat di Asia Tenggara. Sesuai kesimpulan di atas tidak bisa dipungkiri
lagi bahwa perlu adanya penyesuaian kembali dari prinsip non-
interference agar lembaga seperti AICHR dapat leluasa dalam knerjanya.
Penyesuaian ini dinilai sangat perlu untuk memandang nilai HAM secara
universal yang artinya tanggungjawab dalam menegakkan ada di seluruh

elemen masyarakat internasional dan regional.
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